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ABSTRAK

Kendaraan multi guna (MPV) adalah kendaraan yang sering digunakan untuk ambulan
gawat darurat. Dimensi kendaraan yang besar serta konsumsi bahan bakar yang tinggi
menempatkan ambulan pada kategori kendaraan yang dikenakan tarif Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
mekanisme dan penerapan kebijakan insentif pembebasan PPnBM pada ambulan
gawat darurat (AGD) wilayah di DKI Jakarta masa covid-19. Penerapan kebijakan
insentif pembebasan atas ambulan ini tidak hanya berpengaruh terhadap tarif PPnBM
melainkan pada hilangnya pontensi penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dimana menggunakan studi pustaka dan data sekunder sebagai
instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukan perlakuan kebijakan insentif
pembebasan PPNBM atas ambulan di DKI Jakarta berdampak pada peningkatan tax
expenditure pemerintah. Namun, dengan tax expenditure tersebut, kebijakan ini sudah
sangat membantu dalam menangani penyebaran dan pelayanan kesehatan selama
pandemi covid-19.

Multi-Purpose Vehicle (MPV) is a vehicle that is often used for emergency
ambulance. The large dimensions of the vehicle and high fuel consumption
place ambulances in the category of vehicles subject to sales tax on luxury
goods at high rates. This study aims to analyze the mechanisme and
implementation tax incentive of sales tax on luxury goods over emergency
ambulances in DKI Jakarta during covid-19 period. The implementation of tax
incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances not only
affect on the tax rate reduction but also on the potency of tax revenue loss. This
study uses a qualitative approach where literature study and secondary data
are the instruments of this research. The result of this study showed that the tax
incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances in DKI
Jakarta gives an effect on the increase in government tax expenditure. Tax
incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances will affect
decreasing the government's tax expenditure but it extremely helps to deals with
the spread of COVID-19 and heath care services.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Coronavirus, Covid-19 merupakan virus yang
sangat menyebabkan penderitaan yang besar
diberbagai negara. Pada tanggal 12 September 2021
Indonesia menempatkan pada posisi ke-13 dengan
kasus terbanyak yaitu sebesar 4.167.511 (Worldometer,
2021) dan DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki
kasus terbesar di Indonesia dengan kasus sebanyak
855.742 (Jakarta Smart City, 2021). Lonjakan kasus
covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap kondisi
RS Rujukan covid-19 seperti tenaga kesehatan dan
kendaraan mobilitas berupa ambulan. Pemerintah DKI
Jakarta menyampaikan pihaknya membutuhkan
tambahan ambulan untuk membawa pasien (Azzahra,
2021). Tren Peningkatan pasien terpapar covid-19 yang
bersifat fluktuatif dengan menjadi penyebab kebutuhan
Ambulan yang semakin meningkat (Madani, 2021).

Ambulan Gawat Darurat (AGD) merupakan
ambulan yang digunakan untuk menangani serta
mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau
pasien yang memiliki penyakit yang berpotensi
mengancam nyawa dari tempat kejadian menuju rumah
sakit gawat darurat untuk mendapatkan pengobatan
(Rumah Sakit Krakatau Medika, n.d.). Pelayanan
Ambulan Gawat Darurat di DKI Jakarta memiliki badan
tersendiri yang secara langsung menjadi bagian dari
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ambulan Gawat
Darurat memiliki fungsi utama yang terdiri dari
melakukan evakuasi medis pra rumah sakit, maupun
antar rumah sakit. Selain itu, ambulan gawat darurat
sedia melayani 24 jam serta dukungan dan bantuan
kesehatan di daerah bencana maupun dalam kegiatan
tertentu (Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2021). Pada
bulan Juni 2021, permintaan masyarakat terhadap
ambulan gawat darurat meningkat 139 persen sejalan
dengan jumlah kasus covid-19 yang semakin meningkat
(Madani, 2021).

Pemerintah menyempurnakan kembali
kebijakan insentif terkait pembebasan PPnBM ambulan
untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap
ambulan gawat darurat. Kebijakan tersebut tertuang
dalam PP 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor
Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPNBM). Pemberian kebijakan insentif perpajakan
berkaitan secara langsung terhadap tax expenditure
atau belanja perpajakan. Tax Expenditure pada dasarnya
adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari
penerimaan pajak yang harus dikorbankan oleh
pemerintah dengan memberikan beberapa tax relief
sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai
tujuan tertentu. Oleh sebab itu, pemberian insentif
pajak harus mampu dilaporkan secara menyeluruh dan
komprehensif sebagai bentuk pengelolaan tax
expenditure (Rahmawaty & Rosdiana, 2018).

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan
berbagai kebijakan insentif dengan instrumen PPnBM,
misalnya atas penjualan kendaraan bermotor pada
tahun 2020-2021. Adanya kebijakan tersebut mampu

meningkatkan penjualan kendaraan sebesar sekitar
46.1%. Dengan demikian, kebijakan PPnBM dianggap
dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam jangka
pendek (Pratama & Rezki, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan kebijakan pembebasan PPnBM pada
Ambulan Gawat Darurat (AGD) di DKI Jakarta masa
pandemi  covid-19. Penelitian ini  diharapkan
memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai
analisis penerapan kebijakan pembebasan PPnBM
terhadap Ambulan Gawat Darurat (AGD) sehingga dapat
diketahui oleh masyarakat umum peranan pajak dalam
membantu mengatasi permasalahan penyebaran virus
pada masa covid-19.

2. KERANGKA TEORI DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan
merupakan suatu jenis pajak yang baru, melainkan pajak
penjualan yang dipungut dengan cara yang berbeda
(Musgrave & Musgrave, 1989). PPN merupakan pajak
tidak langsung atas konsumsi yang dilakukan
masyarakat. Terdapat lima karakter legal PPN sebagai
berikut (Sukardji, 2012):

1. Pajak Objektif
Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya
objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajak.
Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang
kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh adanya
keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang
dapat dikenai pajak. PPN memiliki sifat yang melekat
pada objek pajaknya. Oleh karena itu, PPN
dikenakan atas setiap transaksi demi transaksi
barang dan jasa (OECD, 2014).

2. PPN merupakan pajak tidak langsung (indirect tax)
Pajak tidak langsung memiliki ciri-ciri yaitu pemikul
beban pajak dengan penanggung jawab atas
pembayaran pajak tidak berada pada pihak yang
sama. Beban pajak dapat dipikul oleh penjual
dengan cara mengurangi keuntungan (backward
shifting). Akan tetapi, beban pajak dapat dibebankan
kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau
jasa yang menjadi objek pajak dan tanggung jawab
pembayaran pajak tidak berada pada pemikul beban
pajak (forward shifting) (Omodero, 2020).

3. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah PPN yang dikenakan pada
setiap tahapan jalur produksi maupun jalur distribusi
(Mirrlees et al.,, 2011). Perhitungan nilai akhir
produksi diperoleh dari akumulasi atas
pertambahan nilai pada setiap tahap produksi,
sehingga tidak menimbulkan efek pengenaan pajak
berganda. Dasar pengenaan PPN (total value added)
adalah senilai jual akhir barang atau jasa tersebut.

4. Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam menentukan PPN terutang dibutuhkan faktur
pajak yang menjadi alat untuk dapat menghitung
pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM). Faktur
menjadi bukti penting dalam suatu transaksi serta
sebagai penentu utang pajak. Hal tersebut terlihat
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dari penerapan konsep pengenaan pajak yaitu
output dan input (Tait, 1988).
5. PPN adalah Pajak atas Konsumsi
PPN merupakan pungutan pada pengeluaran untuk
konsumsi barang atau jasa. PPN mengenakan pajak
atas pengeluaran konsumsi atas barang berwujud
maupun barang tidak berwujud yang dikonsumsi oleh
subjek pajak (Sukardji, 2012).
2.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan terhadap barang-barang
yang dikategorikan termasuk dalam kelompok barang
mewah. Namun, penggolongan ini dapat saja
mengalami perubahan mengikuti dinamika kondisi
ekonomi dan sosial di suatu negara. Dengan demikian,
pengenaan PPnBM atas suatu penyerahan tidak bersifat
status (Mukarromah & Safarina, 2021).

Pengenaan PPnBM atas barang yang tergolong
mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong
mewah. Penyerahan tersebut dilakukan pengusaha
yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah. Menurut Suandy (2011),
PPnBM adalah pajak vyang dikenakan terhadap
penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang
tergolong mewah. Lebih lanjut Suandy menyebutkan
barang kena pajak tergolong mewah, antara lain (Sari,
Hidayat, & Setyawan, 2016):

a. Barang tersebut bukan merupakan kelompok
barang kebutuhan pokok

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi
oleh masyarakat berpenghasilan tinggi

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk
menunjukkan status sosial ekonomi suatu
individu/kelompok dalam masyarakat

Mardiasmo (2011) menjelaskan tarif pajak
penjualan atas barang mewah ditetapkan yaitu paling
rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
(dua ratus persen) (Sambur, Sondakh, & Sabijono,
2015). Apabila menggunakan contoh kendaraan
bermotor sebagai obyek yang penyerahannya
dikenakan PPnBM, maka dapat digambarkan bahwa
semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang
dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak
Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan
tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli
konsumen kendaraan bermotor (Hasibullah, Mursalim,
& Su’un, 2020). Menurut Sukardji (2012), PPnBM
memiliki dua karakteristik umum yang terdiri dari, yaitu:

1) PPnBM merupakan pungutan tambahan di
samping pungutan PPN, oleh karena itu tidak
mungkin terdapat PPnBM tanpa adanya PPN.

2) PPnBM dikenakan hanya satu kali, yaitu

a. Atas impor barang BKP yang tergolong

mewah

b. Atas penyerahan BKP yang tergolong

mewah yang dilakukan oleh PKP yang
menghasilkan BKP yang tergolong mewah.
2.3. Insentif Pajak

United Nations (2000) mendefinisikan insentif
pajak sebagai "seluruh bentuk insentif dengan cara
mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan
mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk
berinvestasi di sektor tertentu". Menurut Holland dan
Vann (1998), insentif pajak adalah kebijakan pajak yang
dipilih  oleh pemerintah dengan  memberikan
keringanan atau kemudahan kepada wajib pajak dalam
memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
Pada umumnya kemudahan kewajiban tersebut
berhubungan dengan beban pajak yang seharusnya
ditanggung oleh wajib pajak (Khodhijah, 2019).
Pembebasan pajak dan penerapan pajak
khusus dalam sektor-sektor penting akan memperbaiki
kondisi usaha masyarakat sehingga diharapkan dengan
adanya insentif ini masyarakat akan memberikan
kemudahan biaya operasional usaha dan mampu
bersaing. Menurut Mankiw (2004), sebuah insentif
pajak adalah sebuah kemudahan dimana kemudahan
tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
karena masyarakat membuat keputusan dengan
membandingkan biaya dan keuntungan yang didapat
(Sitinjak, 2017).
Winardi (2011) menjelaskan insentif pajak
dengan incentive tax sebagai pemajakan dengan tujuan
memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan
untuk maksud menghasilkan pendapat pemerintah saja,
melainkan memberikan dorongan ke arah
perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu
(Hasibuan, 2016). Pembebasan dan pengecualian pajak
merupakan salah satu bentuk insentif yang sering
digunakan oleh pemerintah. Suandy (2011) menjelaskan
insentif pajak dibagi menjadi empat macam bentuk,
yaitu (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020):
a. Pengecualian dari pengenaan pajak
b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
c. Pengurangan tarif pajak
d. Penangguhan pajak

2.4. Tax Expenditure

Dalam mendukung kebijakan pemerintah
diperlukan pendanaan yang jelas dan terukur sehingga
diperlukan Tax Expenditure. Menurut Darussalam,
Septriadi, dan Kristiaji (2013), tax expenditure
merupakan suatu ketentuan khusus dari sistem
perpajakan yang berlaku secara umum di suatu negara.
Ketentuan khusus ini akan membuat biaya yang
dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan perpajakan
lebih rendah dibandingkan biaya penyelenggaraan
administrasi  (Rahmawaty & Rosdiana, 2018).
Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD, 2010) mendefinisikan tax
expenditure sebagai pengalihan sumber daya kepada
publik yang dilakukan bukan dengan memberikan
bantuan belanja secara langsung (direct transfer),
melainkan menggunakan pengurangan kewajiban pajak
yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax expenditure merupakan salah satu cara
pemerintah dalam mencapai kondisi ekonomi yang
dituju dan menghemat pengeluaran suatu program. Tax
expenditure akan memberikan penyelenggaraan
kebijakan pajak lebih efektif dibanding bantuan secara
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langsung. Alvarado (2014) menjelaskan bahwa analisis
lengkap dari adanya tax expenditure harus termasuk
penilaian terhadap efektifitas, efisiensi, dampak
distributif, dan biaya administrasi serta kepatuhan
(Rahmawaty & Rosdiana, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk
menggambarkan fenomena sehubungan dengan
implementasi kebijakan insentif pembebasan PPnBM
atas AGD di Wilayah DKI pada masa pandemi Covid-19.
Metode penelitian dilakukan dengan metode studi
pustaka. Adapun data yang dikumpulkan berupa data
sekunder. Penelitian ini didukung dengan studi pustaka
yang berasal dari catatan, jurnal, buku, artikel dan
referensi lainnya yang berkaitan dengan PPnBM atas
sarana kesehatan berupa ambulan, manfaat dan insentif
yang dilakukan pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN

Ambulan merupakan kendaraan yang sangat
dibutuhkan terutama pada saat lonjakan kasus covid-19.
DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang
mempunyai kasus covid-19 terbanyak di Indonesia. Oleh
sebab itu, peningkatan jumlah unit ambulan menjadi
salah satu solusi sebagai cara untuk memudahkan
mobilitas pasien terpapar covid-19 dari satu tempat
menuju RS  Rujukan  Covid-19. Menurut
data.jakarta.go.id, awal September 2018 DKI Jakarta
memiliki 77-unit dan mengalami penambahan unit
ambulan menjadi sekitar 177-unit ambulan pada awal
Juli 2020.

Peningkatan jumlah unit ambulan merupakan
cara pemerintah dan instansi kesehatan dalam
mendukung mobilitas pasien terpapar virus covid-19.
Selain itu, peningkatan jumlah ambulan dapat dirasakan
oleh industri otomotif. Berdasarkan interview eksklusif
CNBC dengan Marketing Director Produsen Mobil di
Indonesia menyebutkan, dasar kendaraan multi guna
(Multi-Purpose Vehicle/MPV) untuk ambulan
mengalami peningkatan surat pemesanan kendaraan
(SPK), dari permintaan normal sekitar 300 SPK per bulan
menjadi 800 SPK per bulan (Sandi, 2020).

4.1. Insentif Pembebasan PPnBM atas Ambulan Gawat
Darurat Masa Pandemi Covid-19

Ambulan merupakan salah satu kendaraan
prioritas yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sehingga memiliki hak tersendiri.
Prioritas kendaraan ambulan merupakan salah satu
solusi dalam menunjang mobilitas kesehatan
masyarakat. Dalam upaya pemerintah mendukung
peraturan terkait memprioritaskan ambulan, akhir
tahun 2000 diterbitkan kebijakan insentif pembebasan
pemungutan PPnBM Peraturan Pemerintah (PP) No 145
Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.

Perkembangan
meningkat saat ini,

semakin
pemerintah

covid-19  yang
membuat

menyempurnakan kembali insentif pembebasan PPnBM

terhadap ambulan. Penyempurnaan insentif pajak

terhadap ambulan ini dituangkan dalam PP No 74 Tahun

2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, kelompok kendaraan

bermotor yang dibebaskan pengenaan PPnBM, antara

lain:

a. Kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai
kendaraan ambulan, kendaraan  jenazah,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan
tahanan, kendaraan angkutan umum

b. Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan
peruntukan protokoler kenegaraan

c. Kendaraan bermotor yang mempuyai kapasitas
angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang sampai
dengan 15 (lima belas) orang termasuk
pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan
dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan:

1. Motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) dengan semua kapasitas isi silinder.

2. Motor listrik dengan seluruh penggerakan
utamanya menggunakan listrik dari baterai
atau media penyimpanan energi listrik
lainnya atau pembangkit listrik lain secara
langsung di kendaraan maupun di luar.

3. Teknologi hybrid dengan semua kapasitas isi
silinder.

d. Kendaraan bermotor vyang digunakan untuk

keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan kebijakan insentif pembebasan
PPnBM atas ambulan gawat darurat masa pandemi
covid-19 akan memberikan manfaat penting terhadap
mobilitas pasien terpapar menuju rumah sakit rujukan.
Terutama pada masa kasus pandemi covid-19 yang
terus bertambah. Pembebasan PPnBM diharapkan akan
berpengaruh pada jumlah unit ambulan vyang
memberikan layanan 24 jam dalam mendukung dan
memberikan bantuan kesehatan selama dan kendaraan
yang siap di daerah zona merah covid-19.

Mekanisme mendapatkan pembebasan
pemungutan PPnBM atas impor atau penyerahan
kendaraan ambulan tersebut, orang pribadi atau badan
diharuskan melakukan beberapa syarat-syarat yang
ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No
96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena
Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak
Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam
PMK tersebut disebutkan syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPnBM yaitu orang pribadi atau badan tidak mempunyai
tunggakan utang pajak yang telah jatuh tempo atau
belum bayar pajak, kecuali telah mendapatkan izin
mengangsur pembayaran pajak dan telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 2 tahun
terakhir serta SPT Masa PPN 3 Masa Pajak terakhir.
Selain memenubhi syarat tersebut, dalam PMK Nomor
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96/PMK.03/2021 dijelaskan prosedur permohonan

penerbitan SKB PPnBM antara lain:

a. Pertama, Wajib mengajukan permohonan SKB
PPnBM secara elektronik melalui laman Direktur
Jenderal Pajak.

b. Kedua, Permohonan SKB PPnBM diajukan kepada
KPP dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen
sebagai berikut:

1) Nama

2) Alamat

3) Photocopy kartu NPWP

4) Jenis usaha atau instansi/lembaga, dalam hal
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
digunakan untuk keperluan atau kepentingan
negara.

5) Nama dan/atau jenis barang

6) Kuantitas barang

7) Nilai impor, dalam hal impor atau harga jual,
dalam hal penyerahan

8) PPnBM terutang

9) Nomor dan tanggal invois (invoice), dalam hal
melakukan impor Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah

10) Nomor dan tanggal kontrak pembelian atau
surat perjanjian jual beli atau dokumen yang
dipersamakan, dalam hal  menerima
penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.

11) Kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal
Keputusan Menteri yang digunakan saat
permohonan, dalam hal melakukan impor
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

12) Identitas pengurus atau pejabat yang
berwenang dari instansi yang mengajukan
permohonan.

c. Ketiga, Permohonan SKB PPnBM dilengkapi
dokumen pendukung berupa:

- Invoice

- Dokumen kontrak pembelian atau dokumen
yang dipersamakan

- Dokumen pembayaran atau bukti transfer
atau bukti lainnya yang berhubungan dengan
pembayaran kendaraan tersebut.

Prosedur permohonan penerbitan SKB PPnBM yang

dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut

merupakan tahapan yang akan diterapkan orang pribadi
atau badan vyang akan melakukan impor atau
penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari
pengenaan PPnBM. Waktu penyelesaian SKB akan
diselesaikan 10 hari kerja sejak permohonan Wajib

Pajak Orang/Badan diterima secara lengkap (Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, 2021).

4.2. Tarif dan Perhitungan PPnBM Ambulan Gawat

Darurat

Penetapan tarif dan penghitungan telah

dijelaskan dalam PP No 73 Tahun 2019 jo. PP No 74

Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong

Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Penetapan tarif

dikelompokkan berdasarkan jumlah angkut orang, besar

kapasitas isi silinder CC kendaraan bermotor, dan

jumlah konsumsi bahan bakar/tingkat emisi, antara lain:

a. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10
orang (termasuk pengemudi) kapasitas isi silinder
sampai dengan 3000 cc:

1. Tarif sebesar 15%, konsumsi bahan bakar
minyak 15,5 km/liter atau tingkat emisi
150gram/km dan konsumsi bahan bakar
nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 17,5
km/liter atau tingkat emisi 150gram/km.

2. Tarif sebesar 20%, konsumsi bahan bakar
minyak 11,5 km/liter sampai 15,5 atau
tingkat  emisi 150gram/km sampai
200gram/km dan konsumsi bahan bakar
nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 13
km/liter sampai 17,5 km/liter atau tingkat
emisi 150gram/km sampai 200gram/km.

3.  Tarif sebesar 25%, konsumsi bahan bakar
minyak 9,3 km/liter sampai 11,5 atau tingkat
emisi 200gram/km sampai 250gram/km dan
konsumsi bahan bakar nyala kompresi
(diesel atau semi diesel) 10,5 km/liter sampai
13 km/liter atau tingkat emisi 200gram/km
sampai 250gram/km.

4. Tarif sebesar 40%, konsumsi bahan bakar
minyak kurang dari 9,3 km/liter atau tingkat
lebih dari 250gram/km dan konsumsi bahan
bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) kurang dari 10,5 km/liter sampai 13
km/liter  atau  tingkat emisi lebih
dari250gram/km.

b. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10
orang (termasuk pengemudi) kapasitas isi silinder
sampai dengan 3000 cc sampai dengan 4000 cc:

1. Tarif sebesar 40%, konsumsi bahan bakar
minyak 15,5 km/liter atau tingkat emisi
150gram/km dan konsumsi bahan bakar
nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 17,5
km/liter atau tingkat emisi 150gram/km.

2.  Tarif sebesar 50%, konsumsi bahan bakar
minyak 11,5 km/liter sampai 15,5 atau
tingkat emisi 150gram/km sampai
200gram/km dan konsumsi bahan bakar
nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 13
km/liter sampai 17,5 km/liter atau tingkat
emisi 150gram/km sampai 200gram/km.

3.  Tarif sebesar 60%, konsumsi bahan bakar
minyak 9,3 km/liter sampai 11,5 atau tingkat
emisi 200gram/km sampai 250gram/km dan
konsumsi bahan bakar nyala kompresi
(diesel atau semi diesel) 10,5 km/liter sampai
13 km/liter atau tingkat emisi 200gram/km
sampai 250gram/km.

4. Tarif sebesar 70%, konsumsi bahan bakar
minyak kurang dari 9,3 km/liter atau tingkat
lebih dari 250gram/km dan konsumsi bahan
bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) kurang dari 10,5 km/liter sampai 13
km/liter  atau  tingkat emisi lebih
dari250gram/km.
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Tarif yang disebutkan dalam peraturan
pemerintah tersebut merupakan penggolongan tarif
PPnBM yang akan dikenakan terhadap kendaraan
bermotor. CC adalah singkatan dari cubical centimeter
cubic merupakan satuan volume ruang silinder pada
suatu mesin kendaraan (Siahaan, 2021). Semakin tinggi
besaran CC dan penggunaan konsumsi bahan bakar
semakin tinggi tarif yang akan dikenakan. Selain itu,
tingkat emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan
bakar pada kendaraan bermotor merupakan penentu
besarnya tarif yang dikenakan.

Perhitungan pemungutan PPnBM dihitung
dengan cara mengalikan tarif PPnBM dengan Dasar
Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak yang
digunakan untuk menghitung besarnya pungutan
PPnBM yang dilakukan di dalam negeri sama dengan
harga jual sedangkan untuk kendaraan bermotor impor
dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor kendaraan
tersebut.

Kendaraan multi guna (MPV) merupakan dasar
kendaraan ambulan yang sering digunakan untuk
mengangkut pasien gawat darurat. Penggunaan
kendaraan MPV sebagai ambulan dikarenakan memiliki
kapasitas ruang yang besar serta dimensi yang panjang
dan lebar sehingga cukup untuk membawa peralatan
gawat darurat (Ananda, 2021). Berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2018), rata-rata ambulan
memiliki ukuran mesin lebih dari 2000 cc serta
penggunaan bahan bakar yang besar. Mesin besar dan
penggunaan bahan bakar yang besar akan
mempengaruhi besaran tarif PPnBM yang akan
dikenakan ambulan. Kendaraan MPV yang digunakan
rata-rata memiliki konsumsi bahan bakar dari 9 km/liter
dalam kota hingga 12 km/liter sehingga dasar
kendaraan ambulan dikenai tarif PPnBM sebesar 40%
(Boedoyo, 2004).

Besaran tarif PPnBM sebesar 40% akan
membuat harga untuk memperoleh bahan kendaraan
yang sering digunakan sebagai ambulan menjadi mahal.
Dalam upaya menghindari harga yang mahal, pembeli
dapat membuat SKB atas kendaraan lalu memanfaatkan
insentif pembebasan PPnBM vyang diberikan
pemerintah sehingga dapat menghindari harga mahal
dalam memperoleh bahan kendaraan ambulan. Pembeli
akan memperoleh pembebasan PPnBM sehingga
pembeli akan memperoleh dasar kendaraan ambulan
menjadi lebih murah. Contoh penghitungan pembelian
dasar kendaraan ambulan tanpa SKB dan menggunakan
SKB:

Lembaga A membeli Ambulan 2755 cc dengan
bahan bakar diesel konsumsi bahan bakar sebesar 12
km/liter dengan harga Rp540.000.000 dikenai tarif
PPnBM sebesar 40% dijadikan sebagai dasar kendaraan
ambulan. Lembaga A telah memiliki Surat Keterangan
Bebas PPNnBM.

a. Impor Kendaraan bermotor tanpa SKB PPnBM
=  Harga imporRp. 540.000.000

= PPN (10%) Rp. 54.000.000

=  PPnBM (40%) Rp. 216.000.000

= Total Rp. 854.000.000

a. Impor Kendaraan bermotor dengan SKB PPnBM
=  HargaimporRp. 540.000.000
= PPN (10%) Rp. 54.000.000
*  PPnBM (40%) Rp. 0
= Total Rp. 594.000.000

a. Apabila kendaraan diperoleh dari dalam negeri
bermotor dengan SKB PPnBM

= Harga barang Rp. 540.000.000

=  Margin Rp. 30.000.000

= Total Rp. 570.000.000

= PPN (10%) Rp. 57.000.000

=  PPnBM (40%) Rp. 228.000.000

= Total Rp. 855.000.000

b. Apabila kendaraan diperoleh dari dalam negeri
bermotor dengan SKB PPnBM
=  Harga barang Rp. 540.000.000

= Margin Rp. 30.000.000
= Total Rp. 570.000.000
= PPN (10%) Rp. 57.000.000
=  PPnBM (40%) Rp. 0

= Total Rp. 627.000.000

4.3. Penerapan Insentif Pembebasan PPnBM atas
Ambulan Gawat Darurat terhadap Tax Expenditure

Insentif pembebasan PPnBM atas ambulan
gawat darurat merupakan pemberian insentif pajak
yang memiliki peluang dalam mendukung pemerolehan
dasar kendaraan ambulan menjadi lebih murah.
Kebijakan yang tertuang dalam PP No 74 Tahun 2021
terkait pembebasan PPNBM merupakan salah satu cara
pemerintah dalam memudahkan mobilitas pasien
gawat darurat menuju rumah sakit rujukan.
Implementasi insentif pembebasan PPnBM atas
ambulan yang tepat ini merupakan cara pemerintah
dalam mengelola tax expenditure. Pengelolaan yang
tepat akan memberikan pengaruh tax expenditure
terhadap keuangan negara. Pengaruh tersebut
berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam
mengatur pendapatan negara yang hilang akibat dari
kebijakan tax expenditure.

Pada awal Juli 2020, DKl Jakarta tercatat
memiliki 177-unit ambulan gawat darurat yang memiliki
dasar kendaraan besar, sebagai simulasi tax
expenditure:

Asumsi: Harga setiap ambulan dengan mesin berukuran
2755 cc konsumsi bahan bakar 10 km/liter 500 juta
dengan tarif PPnBM 40%
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a. Impor satuan dasar kendaraan ambulan
sebelum insentif
= Harga barang
= PPN (10%)

=  PPnBM (40%)
= Total

Rp. 500.000.000
Rp. 50.000.000

Rp. 200.000.000
Rp. 750.000.000

a. Impor satuan dasar kendaraan ambulan
setelah insentif

= Harga barang Rp. 500.000.000
= PPN (10%) Rp. 50.000.000

=  PPnBM (40%) Rp.0

= Total Rp. 550.000.000

Tax expenditure pemerintah:
e Potensi penerimaan  sebelum insentif
pembebasan PPNnBM = Rp200.0000.000
e Jumlah kendaraan ambulan gawat darurat
100 unit
e Total Tax Expenditure
Rp20.000.000.000

pemerintah

Berdasarkan simulasi di atas terdapat tax expenditure
pemerintah sebesar Rp20.000.000.000, jumlah tersebut
merupakan pengaruh diterapkan insentif pembebasan
PPnBM atas ambulan. Tax expenditure yang dikeluarkan
pemerintah tersebut dalam bentuk tax potential loss
pada dasarnya telah digunakan dan dapat membantu
dalam menanggulangi krisis pada masa pandemi covid-
19 sebagai instrumen kebijakan dalam penanganan
pandemi. Dalam hal ini, kebijakan pajak diformulasikan
untuk  berfungsi  sebagai  social engineering.
Implementasi dalam setiap kebijakan insentif akan
mempengaruhi potensi tax expenditure terhadap
penerimaan negara sehingga diperlukan pengelolaan
yang tepat supaya mencapai tujuan kebijakan yang
sesuai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya meminimalisir kendala tarif
PPnBM selama proses penambahan unit ambulan,
pemerintah  kembali menyempurnakan insentif
pembebasan PPnBM atas ambulan. Insentif ini dapat
dimanfaatkan oleh pembeli dengan menggunakan Surat
Keterangan Bebas (SKB) serta memberikan hak khusus
terhadap pengenaan pajak atas ambulan. Kebijakan
insentif pembebasan PPnBM atas ambulan,
memberikan pembebasan terhadap tarif besar yang
dikenakan atas ambulan.

Penerapan kebijakan insentif pembebasan
PPnBM atas ambulan yang telah dilakukan pemerintah
memberikan dampak peningkatan tax expenditure
sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan
negara. Namun, di sisi lain penerapan kebijakan ini
merupakan upaya pemerintah memperluas jangkauan
layanan kesehatan serta penyediaan ambulan. Oleh
sebab itu, evaluasi terhadap kebijakan insentif ini harus

selalu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dampak
kebijakan insentif pembebasan ambulan dengan tax
expenditure pemerintah selama masa pandemi covid-
19.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan
penyuluhan kepada masyarakat lebih optimal atas
adanya insentif pembebasan PPnBM atas ambulan
sehingga masyarakat akan mengetahui terkait insentif.
Selain  itu, pemerintah diharapkan melakukan
pengawasan secara tepat terhadap tax expenditure
yang timbul setelah kebijakan insentif agar potensi
penerimaan negara yang hilang tersebut dapat
dikontrol sesuai dengan tujuan kebijakan serta
menanggulangi keadaan darurat pandemi covid-19 di
Indonesia.
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